
BUPATIKUTAITIMUR
PROVINSI KALIMANTANTIMUR

PERATURANBUPATIKUTAITIMUR

NOMOR 35 TAHUN2023

TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI DANTATA
KERJA BADANPENGEWLAAN KEUANGANDANASET DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIKUTAITIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 ten tang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau ,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Repub1ik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADANPENGELOLAANKEUANGANDANASET DAERAH.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintah yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.
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4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai PD adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Kabupaten.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut
BPKADadalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

7. Uraian tugas dan fungsi adalah tugas dari setiap unsur atau unit kerja yang
berada dalam satuan organisasi yang merupakan penjabaran dari tugas
pokok dan fungsi.

8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam
susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal2

(1) BPKADmerupakan unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(2) BPKADsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala BPKAD
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

BABII!
SUSUNANORGANISASI

Pasal3

(1) Susunan Organisasi BPKADterdiri dari:
a. Kepala Badan;
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b. Sekretariat, membawahi:
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Anggaran, membawahi:
1. Sub Bidang Anggaran I; dan
2. Sub Bidang Anggaran II.

d. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
1. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

e. Bidang Akuntansi, membawahi:
1. Sub Bidang Penerimaan dan Belanja; dan
2. Sub Bidang Laporan Keuangan.

f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
1. Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan

Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan,

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
h. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi BPKAD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
tereantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal4

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
mempunyai tugas yang meliputi:
a. penetapan kebijakan teknis bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

sesuai dengan reneana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
b. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan

teknis bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
c. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan

teknis bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, Aset Daerah;
d. pembinaan penyelenggaraan urusan ke sekretariatan badan; dan
e. pembinaan kelompok jabatan fungsional.
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(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi
yang meliputi:
a. membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya melalui Sekretaris

Daerah;
b. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina,

mengendalikan dan mengawasi kegiatan BPKAD;
c. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;
d. menyusun, merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

e. menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas pokok yang
menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

f. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasikan dengan
instansi teknis dan organisasi Perangkat Daerah lainnya yang
menyangkut bidang tugasnya;

g. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah tentang
langkah-Iangkah yang perlu diambil dalam bidang Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah;

h. mengorganisasikan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana
strategis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

i. mengorganisasikan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja
bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

J. mengkoordinasikan penyusunan TAPKINdan laporan kinerja instansi
pemerintah Badan, melaporkan kepada kepala Daerah secara berkala
rnelalui Sekretaris Daerah ke Bagian Adrninistrasi Organisasi;

k. merumuskan kegiatan Sekretariat Badan yang meliputi urusan umum
dan Kepegawaian, Keuangan dan Penyusunan Program sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

1. merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional di bidang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang meliputi urusanAnggaran,
Perbendaharaan, Akuntansi, Aset Daerah dan Pengembangan Aset
Daerah;

m. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok
di bidang Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada Bupati;
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n. membina dan melaksanakan kerjasarna dengan instansi teknis dan
organisasi lain yang menyangkut bidang tanggungjawabnya;

o. melaksanakan tugas-tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
p. melaksanakan tugas-tugas sebagai Pembantu Pengelola 8arang Milik

Daerah; dan
q. melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lainnya sesuai dengan arahan

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf b dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan,
keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN
kepada semua unsur dilingkungan Badan.

(3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan tugas:
a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang

milik Daerah; dan
d. pengelolaan urusan ASN.

(4) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
pada ayat (3), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Sekretariat sebagai

pedoman dan acuan kerja;
b. mengkoordinasikan penyusunan program kerja badan pengelola

keuangan dan aset Daerah;
c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan lingkup tugas sekretariat;
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d. merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi administrasi umum dan
kepegawaian; perencanaan program; dan keuangan Badan pengelola
keuangan dan aset;

e. memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi dalam
lingkungan badan pengelola keuangan dan aset Daerah;

f. merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi dokumentasi,
perpustakaan, arsip dan perlengkapanjperbekalan rumah tangga; serta
pembinaan hubungan kemasyarakatan dan urusan keprotokolan Badan
pengelola keuangan dan aset Daerah;

g. menghimpun, mengelola, dan menyajikan dataj informasi berkaitan
dengan penyelenggaraan kinerja badan pengelola keuangan dan aset
Daerah;

h. memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten, instansi
vertikal serta pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang- undangan
yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;

i. mensinkronisasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas
bidang-bidang; Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan
Anggaran

j. mengkoordinasikan pengumpulan bahan Rencana KerjaAnggaran untuk
menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan pengelola keuangan
dan aset Daerah;

k. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategi dan rencana kerja
Badan pengelola keuangan dan aset Daerah;

1. mengendalikan kegiatan kesektariatan dalam rangka mendukung
kegiatan Badan pengelola keuangan dan aset Daerah;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan
bidang tugasnya;

n. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
o. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian

terhadap kinerja bawahan; dan
p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal3
ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. persuratan;
b. tata usaha;
c. kearsipan;
d. administrasi ASN;
e. perlengkapan;
f. rumah tangga; dan
g. penataan barang milik Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan

rumah tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan

inventarisasi aset;
c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi

yang berlaku;
d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang milik Daerah

berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
f. penatausahaan Kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Anggaran

Pasal 7

(1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
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(2) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan dibidang Anggaran.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Anggaran menyelenggarakan tugas:
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Anggaran;
b. perumusan kebijakan dalam bidang Anggaran;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Anggaran; dan
d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan

teknis dalam bidang Anggaran.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Anggaran mempunyai fungsi:
a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum

APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum
Perubahan APBD/Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan;

b. koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran /Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Rencana Kerja dan
Anggaran Peru bahan / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

c. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD;

d. penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

e. mengoordinasikan proses penyusunan anggaran pendapatan;
f. mengoordinasikan proses penyusunan anggaran belanja Daerah; dan
g. mengoordinasikan proses penyusunan anggaran pembiayaan.

Paragraf 1
Sub Bidang Anggaran I

Pasal8

(1) Sub Bidang Anggaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1) huruf
c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Sub Bidang Anggaran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas melakukan urusan yang meliputi:



BUPATIKUTAITIMUR
PROVINSIKALIMANTANTIMUR

- 10 -

a. pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Anggaran I;
b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Sub Bidang

Anggaran I; dan
c. penyiapan bahan kegiatan Sub Bidang Anggaran 1.

(3) Sub Bidang Anggaran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. menyusun anggaran pendapatan belanja Daerah;
b. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan

belanja Daerah;
c. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan belanja Daerah.
d. menyusun anggaran belanja Daerah;
e. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja

Daerah;
f. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja Daerah.
g. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD

dan rancangan perubahan APBD;
h. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah;

1. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan
jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD;

J. melaksanakan penyempumaan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBDdan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

k. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Perubahan
APBD;

1. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaranj Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

m. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah;

n. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan Daerah
dan pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
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o. membina Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Kepala
Bidang; dan

p. membantu tugas Kepala Bidang dalam hal pembinaan penganggaran
Daerah yang meliputi anggaran I.

Paragraf2
Sub Bidang Anggaran II

Pasal9

(1) Sub Bidang Anggaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1)huruf
c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Sub Bidang Anggaran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Anggaran II;
b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Sub Bidang

Anggaran II; dan
c. penyiapan bahan kegiatan Sub Bidang Anggaran II.

(3) Sub Bidang Anggaran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rnernpunyai
fungsi rnelakukan urusan yang meliputi:
a. rnenyusun anggaran pendapatan belanja Daerah;
b. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan

belanja Daerah;
c. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan belanja Daerah.
d. rnenyusun anggaran belanja Daerah;
e. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja

Daerah;
f. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja Daerah.
g. rnelaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD

dan rancangan perubahan APBD;
h. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah;

L rnelaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan
jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah ten tang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah ten tang
Perubahan APBD;
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J. melaksanakan penyempumaan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBDdan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

k. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Perubahan
APBD;

1. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaranj Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

m. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah;

n. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan Daerah
dan pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

o. membina Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Kepala
Bidang;

p. membantu tugas Kepala Bidang dalam hal pembinaan penganggaran
Daerah yang meliputi anggaran II.

Bagian Keempat
Bidang Perbendaharaan

Pasall0

(1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1)huruf
d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan dibidang Perbendaharaan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perbendaharaan mempunyai tugas;
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di Bidang

Perbendaharaan;
b. perumusan kebijakan dalam Bidang Perbendaharaan;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam Bidang Perbendaharaan; dan
d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan

teknis dalam Bidang perbendaharaan.
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(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Perbendaharaan mempunyai fungsi;
a. mengoordinasikan pengelolaan dan pemindahbukuan uang kas Daerah;
b. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan Daerah;
c. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer

lainnya;
d. mengoordinasikan penempatan uang Daerah dengan membuka rekening

kas umum Daerah;
e. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
f. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen

Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, pemberian
pembebanan rind an penggunaan atas pengesahan Surat
Pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat
Keterangan Pemberhentian Pembayaran;

g. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran kas Daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan
pemungutanjpemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga;

h. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang Daerah yang timbul
akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan
penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas;

1. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas
serta pemungutan dan pemotongan atas Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana dengan instansi terkait;

J. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan
yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta
penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan

k. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana
restitusijpengembalian kelebihan penerimaan.

Paragraf 1
Sub Bidang Perbendaharaan

Pasal 11

(1) Sub Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
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(2) Sub Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas meliputi:
a. melaksanakan dan rnengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan

pernbiayaan Daerah (perbendaharaan);
b. rnelaksanakan register Surat Perintah Membayar Dan Penerbitan Surat

Perintah Pencairan Dana atas belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokurnen Surat
Perintah Membayar;

c. rnelaksanakan proses penerbitan Penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana dan daftar pengantar Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
serta pendistribusian lembar Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;

d. meneliti, rnengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian
penggunaaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban gaji dan non
gaji;

e. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan
Perhitungan Fihak Ketiga dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;

f. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi
pengeluaran kas berdasarkan Penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana;

g. meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen Surat Keterangan
Pemberhentian Pembayaran serta melaksanakan proses penerbitan
Surat Keterangan Pernberhentian Pembayaran;

h. melakukan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
hal pelaksanaan perbendaharaan;

1. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan
dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban Surat
Pertanggungjawaban;

J. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas
yang terkait dengan perbendaharaan belanja;

k. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBDterkait belanja
Daerah; dan

1. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum Daerah;
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Paragraf2
Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Pasal 12

(1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(2) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Sub Bidang

Pengelolaan Kas Daerah; dan
c. penyiapan bahan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

(3) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi melakukan urusan yang meliputi:
a. melaksanakan pengelolaan dan pemindahbukuan kas Daerah;
b. mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan dan pemindahbukuan kas

Daerah;
c. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan

pengeluaran Daerah;
d. melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas

serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam
rangka penyusunan posisi kas;

e. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang Daerah
sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan Daerah;

f. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan
dengan penatausahaan penerimaan kas;

g. melaksanakan pengelolaan utang'/pinjaman dan piutang Daerah;
h. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
i. menyusun, mengoreksi, dan menyempumakan konsep naskah dinas

yang terkait dengan pengelolaan kas;
J. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi

pengeluaran kas berdasarkan Penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana;

k. melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana restitusi/
pengembaiian kelebihan penerimaan;
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1. rnernantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBDoleh bank
dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

m. mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
n. menyirnpan uang Daerah;
o. rnenyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pernberian penjarninan atas

nama pemerintah Daerah;
p. rnelaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah Daerah;
q. melakukan penagihan piutang Daerah yang bukan tugas dan fungsi

bidang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain;
r. melaksanakan pembinaan telmis pengelolaan dan pemindahbukuan kas

Daerah;
s. melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja

Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah;

t. melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang Daerah
dan penatausahaan dana transfer Daerah sesuai dengan rekening kas
umum Daerah; dan

u. Melaksanakan pemeriksaan, analisis dan evaluasi pertanggungjawaban
pendapatan / penerirnaan kas.

Bagian Kelima
Bidang Akuntansi

Pasal 13

(1) Bidang Akuntansi sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e
dipirnpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung pada KepaJabadan.

(2) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan
dibidang Akuntansi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Akuntansi menyelenggarakan tugas:
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di Bidang Akuntansi;
b. perumusan kebijakan daJam Bidang Akuntansi;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam Bidang Akuntansi; dan
d. perumusan bahan pembinaan, birnbingan, pengendaJian dan pengaturan

teknis daJam Bidang Akuntansi.
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(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
a. mengkoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas

Daerah;
b. mengkoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas

Daerah;
c. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;
d. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
e. melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan Satuan Kerja

Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah;

f. menyusun tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

g. melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta
pembiayaan;

h. menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
1. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan

akuntansi pemerintah Daerah;
J. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan

pemerintah Daerah;
k. melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
1. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan

keuangan pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah
Daerah; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Badan.

Paragraf 1
Sub Bidang Penerimaan dan Belanja

Pasal 14

(1) Sub Bidang Penerimaan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal3
ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
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(2) Sub Bidang Penerimaan dan Belanja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1),
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Penerimaan dan Belanja;
b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Sub Bidang

Penerimaan dan Belanja; dan
c. penyiapan bahan kegiatan Sub Bidang Penerimaan dan Belanja.

(3) Sub Bidang Penerimaan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi melakukan urusan yang meliputi:
a. melaksanakan pengolahan penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
b. mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan dan pengeluaran anggaran

kas Daerah;
c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan dan

pengeluaran kas Daerah;
d. melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran

data transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah;

e. melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi
penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah;
melakukan pemantauan atas
penge1uaran kas dan non kas
Perangkat Daerah;

g. melakukan pemantauan atas posting penerimaan dan pengeluaran yang
dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;

h. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan pengeluaran
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah non Badan Layanan Umum

f. pengikhtisarkan penerimaan dan
yang dilakukan oleh Satuan Kerja

Daerah;
1. menganalisa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran;
J. menyusun laporan realisasi penerimaan APBD periodik (bulanan,

triwulanan, semesteran dan tahunan);
k. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi

penerimaan dan pengeluaran (bukti memorial);
1. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan

dan pengeluaran;
m. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas

yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran;
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n. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
o. melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran Perhitungan

Fihak Ketiga;
p. melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran penerimaan kas

Daerah;
q. melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang Daerah

dan penatausahaan dana transfer Daerah sesuai dengan rekening kas
umum Daerah;

r. melaksanakan pemeriksaan, analisis dan evaluasi pertanggungjawaban
pendapatan / penerimaan kas; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

Paragraf2
Sub Bidang Laporan Keuangan

Pasal15

(1) Sub Bidang Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Sub Bidang Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Laporan Keuangan;
b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Sub Bidang

Laporan Keuangan; dan
c. penyiapan bahan kegiatan Sub Bidang Laporan Keuangan.

(3) Sub Bidang Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi melakukan urusan yang meliputi:
a. melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan

penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah non Badan Layanan Umum
Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah;

b. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo
anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca,
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
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c. melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan
pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah non Badan Layanan Umum
Daerah dan, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan
tahunan);

d. melaksanakan birnbingan teknis penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

e. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

f. melakukan konsolidasi laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

g. menyusun konsolidasi laporan realisasi APBDsemester 1 dan prognosis
6 (enarn) bulan berikutnya;

h. menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

1. menyusun bahan untuk tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

J. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

k. melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

1. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

m. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

n. menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

o. melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
p. menyusun, mengoreksi, dan menyempumakan konsep naskah dinas

yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
q. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan

keuangan pemerintah sesuai sistem akuntansi pemerintah Daerah; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala

Bidang.
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Bagian Keenarn
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 16

(1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.

(2) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis
dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan tugas:
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di Bidang Pengelolaan

Barang Milik Daerah;
b. perumusan kebijakan dalam Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam Bidang Pengelolaan Barang Milik

Daerah; dan
d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan

teknis dalam Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe

barang;
b. penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan

Barang Milik Daerah;
c. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam

penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah;
d. melaksanakan penatausahaan barang milik Daerah;
e. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah
f. mengkoordinasikan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian terkait

Pengelolaan Barang Milik Daerah;
g. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan

hukum barang milik Daerah;
h. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan dan meneliti

dokumen terkait penggunaan, Pemeliharaan, pemanfaatan, pemusnahan
dan penghapusan barang milik Daerah;
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i. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik Daerah;
J. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan

laporan barang milik Daerah;
k. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik

Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
1. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang

milik Daerah; dan
m. mengkoordinasikan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik

Daerah.

Paragraf 1
Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan

dan Penghapusan Barang MilikDaerah

Pasal17

(1) Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(2) Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan,

Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Sub Bidang

Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan
Barang Milik Daerah; dan

c. penyiapan bahan kegiatan Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

(3) Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi melakukan urusan yang meliputi:
a. meneliti usulan dan menyiapkan konsep surat Persetujuan darr/ atau

keputusan kepala Daerah tentang Penetapan status penggunaan,
Pengalihan status penggunaan, Penggunaan sementara dan Penetapan
status penggunaan barang milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 23 -

b. menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang
milik Daerah;

c. menyiapkan konsep Surat Ijin Penghunian penggunaan rumah negara
yang ditandatangani oleh sekretaris Daerah;

d. menyiapkan dokumen guna penilaian barang milik Daerah dalam rangka
Pemanfaatan dan pemindahtanganan yang memerlukan penilaian serta
Penyusunan Neraca Keuangan yang nilai perolehannya dianggap tidak
wajar;

e. rnenyiapkan dokurnen dan meneliti dokumen pengajuan usulan atas
pelaksanaan pemanfaatan barang rnilik Daerah;

f. menyiapkan dan rneneliti dokumen pengajuan usulan atas Pelaksanaan
pemindahtanganan barang milik Daerah;

g. menyiapkan dokumen dan meneliti dokumen pengajuan usulan atas
pelaksanaan pemusnahan barang milik Daerah;

h. menyiapkan dokumen dan meneliti dokumen pengajuan atas
pelaksanaan penghapusan barang milik Daerah; dan

1. rnelakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penggunaan dan
Pemanfaatan Barang MilikDaerah.

Paragraf2
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Pasal18

(I) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Sub Bidang

Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. penyiapan bahan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi melakukan urusan yang meliputi:
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a. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam Penyusunan Standar
Harga berdasarkan jenis dan tipe barang;

b. melakukan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar
Kebutuhan Barang MilikDaerah;

c. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana
kebutuhan barang milik Daerah;

d. Melakukan Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada pada tingkat
Pengelola Barang dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan pengamanan barang milik Daerah yang ada di tingkat
Pengguna Barang;

e. menghimpun dan menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik
Daerah;

f. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari Satuan Ke:rjaPerangkat
Daerah secara berkala dan melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi
pemeliharaan barang milik Daerah;

g. melaksanakan pencatatan barang milik Daerah berupa tanah danJatau
bangunan yang tidak menunjang tugas dan Fungsi Satuan Ke:rja
Perangkat Daerah;

h. menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
1. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik

Daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah Daerah dengan
berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat.

J. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
milik Daerah dengan pengurus barang Satuan Ke:rjaPerangkat Daerah,
pelaksana akuntansi Satuan Ke:rja Perangkat Daerah dan bidang
akuntansi; dan

k. menghimpun dan menyusun laporan barang milik Daerah dalam rangka
penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
KelompokJabatan Fungsional

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai
dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

(4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola
kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

(7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
keten tuan peraturan perundang- undangan.

BABIV
TATAKERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal20

(1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur oganisasi di lingkungan
BPKADmerupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi BPKAD,diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub
Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas

. .masmg-masing.

(3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan BPKADwajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

(4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan,
pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
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Pasal21

Kepala Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab untuk:
a. melaksanakan peta proses bisnis;
b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan

inovasi pelayanan publik;
c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal22

(1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada BPKADwajib mematuhi ketentuan
dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan
laporan.

(2) Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang menyampaikan laporan kepada
Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan Sekretaris dan
Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang
tugasnya kepada Kepala Badan.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan
dipergunakan sebagi bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan
disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 23

Dalam hal Kepala BPKADberhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk
Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan
memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.



BUPATI KUTAl TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 27-

BABV
KEPEGAW AlAN

Pasal24

(1) Kepala Badan adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi
pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a dan Kepala Bidang eselon
III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang adalah
pejabat eselon IVIa atau jabatan pengawas.

(2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III
atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas
diangkat diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pejabat lainnya di lingkungan BPKAD diangkat dan diberhentikan oleh
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan BPKADwajib memberikan
pembinaan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BABVI
PEMBIAYAAN

Pasal25

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal26

Pejabat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat
berdasarkan Peraturan Bupati ini.
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BAB VII
KETENTUANPENUTUP

Pasal27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 84
Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan tata
kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI KUTAITIMUR,

Diundangkan di Sangatta
pada tangg Januari 2023
SEKRET S AERAH KABUPATENKUTAITIMUR,

!
RIZALIHADI

BERITA DAERAH KABUPATENKUTAITIMUR TAHUN2023 NOMOR 35
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